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MATRIKS PERBANDINGAN 

  

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023  SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 20 

TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 

 

Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 

Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, BUPATI JEPARA, 

Menimbang: 

a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang 

berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara 

Tahun 2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 

2023;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 

2023; 

Menimbang: 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah sebagaimana 

telah diubah· beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 

Tahun 2023;   

b. bahwa dengan adanya perkembangan pelaksanaan yang tidak sesuai 

dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 

Tahun 2023 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Peru bahan Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

maka perlu meninjau kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

untuk disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2757);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
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Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 6 7 5 7);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi Dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686 7);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4698);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322);  

10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - 

Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - 

Temanggung dan Kawasan Berebes - Tegal - Pemalang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6178);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - 

Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - 

Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Berebes - 

Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 224);  

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 144 7);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);  

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-

2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengab Nomor 16 Tahun 2019 ten tang Perubahan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Nomor 121);  
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Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 590);  

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);  

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 

ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tabun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);  

19. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-

2026 (Serita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);  

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9); 
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Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);  

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 

3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);  

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 ten 

tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 

Nomor 2);  

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Jepara Nomor 11);  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 ten 

tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 

Nomor 6);  

28. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 



  

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Jawa Tengah/Maharani Sekar Tunjung Sari 7 

 

2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 

Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATl TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 

Pasal 1 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara 

Tahun 2023 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah 

tahunan untuk periode Tahun 2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 20) diubah sebagai 

berikut: 

 

Pasal 2 

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

BAB VII : PENUTUP 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 2 

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

BAB II : EV ALUASI HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 

TRIWULAN U TAHUN 2023 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAERAH 

BAB Vll : PENUTUP 

Pasal 3 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara 

Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 

2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagairnana tercantum 
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Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Jepara. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 

pada tanggal 8 Juli 2022 

BUPATI JEPARA, 

ttd. 

EDY SUPRIYANTA 

Ditetapkan di Jepara 

pada tanggal 2 Agustus 2023 

BUPATI JEPARA, 

ttd. 

EDY SUPRIYANTA 

Diundangkan di JEpara 

pada tanggal 8 Juli 2022 

Diundangkan di JEpara 

pada tanggal 2 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

ttd. 

EDY SUJATMIKO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

ttd. 

EDY SUJATMIKO 

Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 20 Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 20 

LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN 

 


